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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lintang, 01 Januari 1984, agama Islam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Bengkulu
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat yang berkantor
di Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04
Februari 2020, sebagai Penggugat;
melawan
TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Dusun Padan, 05 Juli 1983, agama
Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat
kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Februari 2020
telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 178/Pdt.G/2020/PA.Bn, tanggal 04
Februari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat
pada hari Senin tanggal 21 bulan November tahun 2005 di hadapan
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara
Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor :
380/30/X1/2005 tanggal 22 November 2005;
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2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan

hubungan suami isteri dan sudah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak
masing-masing bernama:
- ANAK |, lahir di Bengkulu tanggal 17 Oktober 2006;
- ANAK I, lahir di Bengkulu tanggal 31 Juli 2012;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina
rumah tangga bertempat kediaman bersama dengan anaknya di Permai
Kota Bengkulu selama lebih kurang 8 tahun setelah itu Penggugat dan
Tergugat bersama anaknya pindah di JI. Kota Bengkulu selasa lebih kurang
2 (dua) tahun sampai dengan berpisabh;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 (sepuluh)
tahun, kemudian akhir tahun 2017 terjadi puncak Percekcokan dan
Pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang
disebabkan karena:
- Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Tergugat tidak pernah memberikan nafkan kepada Penggugat dan
anaknya selama berpisah;
- Tergugat saat ini sudah menikah lagi dengan wanita lain;
5. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal tahun
2018 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, Penggugat
telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina
rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;
Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas,
maka Penggugat mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama
Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:
PRIMER:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku;
SUBSIDER:
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- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
telah hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan
resmi dan patut dan Majelis Hakim telah berusaha menasehai Penggugat, dan
atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah
seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil
mendamaikan kedua belah pihak dan salah satu isi pokok perdamaiannya,
Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena
perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan  permohonan  Penggugat untuk  mencabut
perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 178/Pdt.G/2020/PA.Bn dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah

Rp.216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami
Drs. Suhaimi, M.A. sebagai Ketua Majelis, Nusri Batubara, S.Ag., S.H. dan
Dra. Hj. Yusnizar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
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Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Desy Gustiana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Nusri Batubara, S.Ag., S.H. Drs. Suhaimi, M.A.
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Yusnizar
Panitera Pengganti,

Desy Gustiana, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 75.000,00
3. Panggilan  Rp 75.000,00
4. Biaya PNBP Rp. 20.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp216.000,00
(dua ratus enam belas ribu rupiah).
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